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A. Latar Belakang Masalah

Di Sumatera Barat, hampir semua sektor ekonomi melibatkan peranan usaha mikro.

Namun demikian, sangat ironis tern numnya a.mikro di Sumatera Barat masih
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strategis dalam pembangunan perekonomian. Seperti yang kita ketahui, semua sektor yang

*http://www.antarasumbar.com/berita/158815/bi--penyaluran-kredit-perbankan-di-sumbar-melambat.html, «
Penyaluran kredit perbankan di Sumbar melambat “, diakses pada tanggal 11 Februari 2016 pukul 06.21 wib

’Hasil wawancara pra penelitian dengan Bapak Mulyadi Bachtiar, selaku Kepala Cabang Bank Nagari, pada 12
Februari 2016, pukul 09.01 WIB.



http://www.antarasumbar.com/berita/158815/bi--penyaluran-kredit-perbankan-di-sumbar-melambat.html

berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Salah satu
dari peranan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.’

Berdasarkan data statistik Sumatera Barat tahun 2012, ditemukan bahwa dari jumlah

589.299 unit usaha di Sumatera Bara 8 % adalah-unit_usaha berskala mikro dan kecil.
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b. Prosedur dan persyaratan kredit perbankan relatif rumit dan birokritas,
c. Tingginya suku bunga kredit perbankan terutama untuk modal investasi,

d. Terbatasnya jangkauan pelayanan kredit perbankan didaerah,

*Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
*Hasil presentasi Staf Divisi Penjaminan Kredit PT. Jamkrida Sumbar



e. Ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan tambahan.

Pada tahun 2013, untuk menjawab kesulitan pelaku usaha mikro untuk
mengembangkan usahanya, Pemerintah Daerah Sumatera Barat mendirikan suatu Lembaga
Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang dinamakan PT. Jaminan Kredit Daerah Sumatera
Barat (selanjutnya disebut PT. Jamkrida Sumbar) yang melakukan kegiatan dalam bentuk
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tersebut pertama kali ditetapkan melal'u-i‘ Direksi Nomor SK/068/DIR/IN/08-2007
tanggal 9 Agustus 2007. Kemudian pada tahun 2009, sehubungan perubahan corporate
identity Bank Nagari dan beberapa regulasi yang berkembang, maka Peraturan Pelaksanaan

KPUM tersebut dilakukan revisi dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor

SK/199/DIR/IN/03-2009 tanggal 30 Maret 2009, dengan ditunjuknya Bank Nagari sebagai



Bank pelaksana penyaluran KUR pada tahun 2011, maka oleh karena kesamaan segmen dan
persyaratan maka skim KPUM dihentikan untuk sementara waktu.’

Pada tahun 2013, skim KPUM dimunculkan kembali dengan diajukannya MoU oleh PT.
Jamkrida Sumbar kepada Bank Nagari terkait kerjasama penjaminan kredit. Pada tanggal 30

Agustus 2013 melalui Nota Kesepahaman Bersama Nomor 001/PKS-DIR/JSB/VI11-2013

dan PKS/075/DIR/08-2013 tentanglfesjiainxg
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*Hasil wawancara dengan Staf Divisi Kredit dan Mikro Banking PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Barat, pada tanggal 2 Maret 2016, pukul 10.01 Wib



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah di uraikan sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Jamkrida Sumbar dengan Bank
Nagari dengan tentang penjaminan Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) ?
2. Apakah didapati tindak wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penjaminan

Kredit Peduli Usaha Mikro (KPU ara PT, Jamkrida Sumbar dan Bank Nagari?
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suatu tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi.



b. Untuk menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan berlatih dalam
melakukan penelitian yang baik.
c. Untuk dapat menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan
bacaan hukum bisnis.
2. Manfaat Praktis
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1. Pendekatan Masalah
Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang telah dikemukan sebelumnya dan
untuk memudahkan mengumpulkan data maka digunakan metode pendekatan yuridis-

empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek dilapangan yang dikaitkan

®Zainuddin Ali, 2009,Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, him.47.
’Soerjono Soekanto,2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta:Universitas
Indonesia (Ul-Press),him.42.



dengan aspek hukum atau peraturan yang berlaku berkenaan dengan pelaksanaan
perjanjian kerjasama antara PT. Jamkrida Sumbar dengan Bank Nagari tentang
Penjaminan Kredit  Peduli Usaha Mikro (KPUM).Dalam metode ini penulis
menggunakan data sekunder untuk mengetahui bagaimana kenyataan dilapangan
dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian.

Sifat Penelitian

~—NIVERSITAS ANDAT

AESKrif: ' ,---‘ ) paran  mengenai

gan Bank Nagari
tentang ala-kendala yang
dihadapi dfjanjian kerjasama
Penjamin : kendala-kendala
yang dih DE i - diharapkan akan
mempero : i 8 uriuk mempertegas

hipotesa- fi-teori lama atau

——

Artinya data yang dipr‘é?d eh penelitian ini diperoleh dengan membaca
karya-karya ilmiah, buku-buku, maupun bahan bacaan lainnya yang terkait
dengan permasalahan yang dikaji.’Kemudian penulis mencatat bagian-bagian

yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian

EAmirudin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,

him. 30.

°Ibid.,hIm. 133.



ini.Adapun penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakan Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Perpustakan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan
Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Bank Indonesia Cabang Padang — Sumatera
Barat dan Perpustakaan Pribadi.

2) Penelitian Lapangan

Dalam hal ini pen
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a) Bahan Hukum Primer Q"
Bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan
perundang-undangan dan produk hukum lainnya yang berkaitan dengan judul,
yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).



2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

3. Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 1992
Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara

1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Nagara Nomor 3790).
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b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang
merupakan dokumen yang tidak resmi'® yang memberikan penjelasan lebih
lanjut seperti hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum serta

bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum yang dapat membantu
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Wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur, yaitu teknik
pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Sebelum wawancara
dilakukan, penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait pelaksanaan perjanjian

kerjasama antara Bank Nagari dengan PT. Jamkrida Sumbar tentang Penjaminan

10zainuddin Ali, 2009,Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika,hlm.54.



Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) yang ditujukan kepada responden dari Bank
Nagari dan PT. Jamkrida Sumbar, yaitu Staf Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan Staf Penjaminan Kredit PT. Jamkrida
Sumbar.

5. Pengolahan dan Analisis Data

berasal dari buku
melalui editing.
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penjaminan.Dalam melakukan analis am penelitian ini tidak menggunakan
angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para
pakar dan kenyataan yang ada di lapangan, lalu diuraikan dalam bentuk kalimat-

kalimat.Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian: suatu pernyataaan

sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan

“'Bambang Sungguno, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Radja Grafindo, him 125.



diuji kembali secara empiris'* dari hasil analisis ini dapat diketahui sumber
permasalahan yuridis dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Jamkrida
Sumbar dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tentang Penjaminan
Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM).

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan _ini dan a g.dibicarakan akan lebih terfokus,
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Jamkrida Sumbar dan Bank Nagari dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama
penjaminan  Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) dan bagaimana cara

mengatasinya.

Lexy J.Moleong, 2013, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, him.14.



BAB IVPENUTUP
Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran

mengenaipermasalahan yang dibahas.
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